GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR /= TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Bab VI
Butir D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan
wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan
hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintah Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
pengelolaan APBD.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 {satu) atau beberapa
Program.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
vang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
vang selanjutnya disingkat P-DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Uang Persediaan adalah uang muka kerja denganjumlah tertentu yang bersifat
daur ulang, diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai
kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.




19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya
dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan,

20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
Daerah.

21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam
bentuk barang/jasa.

22. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa unit SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu kegiatan SKPD.

23. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan
kebijakan.

24. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang
diharapkan dari suatu Kegiatan.

25. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

26. Kode Rekening adalah alat untuk mensinkronkan proses perencanaan,
pelaksanaaan, penatusahaan hingga pelaporan yang disajikan dalan level kode
akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pergeseran anggaran DPA-SKPD/P-DPA-SKPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan
pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, manfaat
untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau
antar rincian obyek belanja.

Pasal §
Level kode rekening terdiri dari :
Level 1 : Kode Akun;
Level 2 : Kode Kelompok;
Level 3 : Kode Jenis;
Level 4 : Kode Obyek;
Level 5 : Kode Rincian Obyek; dan
Level 6 : Kode Sub Rincian Obyek.
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Pasal 6

Ruang lingkup pergeseran anggaran meliputi:
a. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD;
b. pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD; dan

.

(1)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.

BAB 11
PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK
MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD
Bagian Kesatu
Prinsip Pergeseran Anggaran
Pasal 7

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi

pergeseran anggaran antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, antar

sub rincian obyek serta perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub

rincian obyek.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan

dengan prinsip sebagai berikut :

a. tidak dapat dilakukan terhadap anggaran belanja yang telah dilakukan
proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti

Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas
Umum;

tidak menambah sub kegiatan/kegiatan/program baru;
c. tidak menambah kode rekening baru;

d. tidak mengubah sasaran (target) program dan keluaran fouput) kegiatan;
dan

e. tidak untuk belanja modal.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dapat
dilakukan karena dapat mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan
barang milik daerah.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
mendahului Perubahan APBD dan/atau setelah Perubahan APBD jika
Perubahan APBD telah dilaksanakan.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan
sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu kecuali
ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pergeseran sebagaimana dimaksud dan akan ditampung pada saat melakukan
Perubahan APBD.

Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pergeseran atau perubahan anggaran ditampung
dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Kedua

Perubahan atau Pergeseran Anggaran Atas Uraian
Dari Sub Rincian Obyek

Pasal 8

Perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. perubahan atau pergeseran masih dalam sub rincian obyek bherkenaan
pada rincian obyek yang sama, pada obyek yang sama, pada jenis yang
sama, pada kelompok yang sama dan pada sub kegiatan yang sama;



b. pergeseran tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan
rencana kebutuhan barang milik daerah; dan

c. pergeseran tidak mengubah nilai pagu sub rincian obyek berkenaan
sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD/P-DPA-SKPD.

(2) Perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek
berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan
Pengguna Anggaran.

(3) Format Surat Persetujuan Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran Antar Sub Rincian Obyek
Dalam Rincian Berkenaan
Pasal 9

{1) Pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek berkenaan dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pergeseran masih dalam sub rincian obyek berkenaan pada rincian obyek
yvang sama, pada obyek yang sama, pada jenis yang sama, pada kelompok
yvang sama dan pada sub kegiatan yang sama;

b. pergeseran tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan
rencana kebutuhan barang milik daerah; dan

c. pergeseran tidak mengubah nilai pagu sub rincian obyek berkenaan
sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA SKPD/P-DPA SKPD

{2) Pergeseran belanja antar sub rincian obyek dalam rincian obyek berkenaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek
Dalam Obyek Berkenaan
Pasal 10

(1} Pergeseran antar rincian obyek dalam obyek berkenaan dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. pergeseran masih dalam rincian obyek berkenaan pada obyek yang sama,
pada jenis yang sama, pada kelompok yang sama dan pada sub kegiatan
yang sama,

b. pergeseran tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan
rencana kebutuhan barang milik daerah; dan

c. pergeseran tidak mengubah nilai pagu rincian obyek berkenaan
sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA SKPD/P-DPA SKPD.

(2) Pergeseran belanja antar rincian obyek dalam obyek berkenaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 11

Format Surat Persetujuan Kepala SKPKD Selaku PPKD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur




(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Kelima

Pergeseran Anggaran Antar Obyek
Dalam Jenis Berkenaan

Pasal 12

Pergeseran antar obyek dalam jenis berkenaan dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. pergeseran masih dalam obyek berkenaan pada jenis yang sama pada
kelompok yang sama dan pada sub kegiatan yang sama;

b. pergeseran tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan
rencana kebutuhan barang milik daerah; dan

c. pergeseran tidak mengubah nilai pagu obyek berkenaan sebagaimana yang
telah tertuang dalam DPA SKPD/P-DPA SKPD.

Pergeseran belanja antar obyek dalam jenis berkenaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Format Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PERGESERAN ANGGARAN
YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD
Pasal 13

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi

pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program,

antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar kelompok dan antar jenis.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan prinsip sebagai berikut:

a. tidak dapat dilakukan terhadap anggaran yang telah dilakukan proses
penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti

Pertanggungjawaban telah dijurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas
Umum; dan

b. dapat mengubah sasaran (target) program dan keluaran fouput) kegiatan
sepanjang sudah dijabarkan dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD,
RKPD dan KUA PPAS,

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti
ketentuan mekanisme perubahan APBD

BABIV
PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU
Pasal 14

Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala
Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah,;

b. program dan kegiatan yang dibiayai dari Pendapatan Transfer yang telah
diarahkan peruntukannya dan belum dianggarkan di APBD;

c. penganggaran Pendapatan Transfer yang rinciannya belum/tidak sesuai
dengan petunjuk teknis tahun berkenaan;

d. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya, belum cukup tersedia anggarannya
dan/atau belum dianggarkan; dan

e. keadaan Luar Biasa.



(3)

(4)

(4)

(1)

Pergeseran atau perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

a. tidak dapat dilakukan terhadap anggaran yang telah dilakukan proses
penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti
Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas
Umum;

b. tidak menambah sub kegiatan/kegiatan/program baru, kecuali ditentukan
lain dalam peraturan perundang-undangan;

c. tidak mengubah sasaran (target] program dan keluaran (ouput] kegiatan,
kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

d. tidak menambah kode rekening baru, kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan; dan

e. tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan rencana
kebutuhan barang milik daerah.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf ¢ dan huruf
d hanya jika pergeseran atau perubahan tersebut merupakan amanat
peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kebijakan pemerintah pusat dan/
atau keadaan darurat berupa kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik
sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan
cara:

a. menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD,
dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya
dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau
ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan
perubahan APBD; dan

b. dalam hal adanya perubahan prioritas pembangunan dan pembiayaan
program kegiatan yang bersumber dari pendapatan transfer yang telah
diarahkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b diketahui setelah penetapan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, penganggaran program kegiatan dimaksud dilakukan
dengan mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi
Anggaran.

Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dianggap

perlu Pimpinan DPRD dapat meminta penjelasan dan/atau melakukan

pembahasan bersama Pemerintah.

Pasal 15

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d

meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

¢. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d

meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau



(3)

(4)

(1)

(2}

(3)

(4)

(1)

(2)

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4} huruf e
merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar
dari 50% (lima puluh persen).

Dalam hal terjadi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2), pergeseran atau perubahan
anggaran dapat dilakukan di luar dokumen perencanaan yaitu KUA PPAS.

BABV
MEKANISME PENGAJUAN USULAN
PERGESERAN ATAU PERUBAHAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Kepala Unit SKPD
Pasal 16

Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan

perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek

kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dengan tembusan

disampaikan kepada seluruh anggota TAPD.

Usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian

obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. tidak memuat anggaran yang telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS
atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah
dijurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;

b. tidak memuat pergeseran antar sub rincian obyek dan/atau mengubah
nilai pagu sub rincian obyek berkenaan;

c. tidak mengubah sasaran {target) program dan keluaran f(ouput) kegiatan;
dan

d. tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan rencana
kebutuhan barang milik daerah.

Usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian

obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. pertimbangan teknis dilakukannya pergeseran atau perubahan anggaran;

b. dokumen pendukung yang melatarbelakangi pertimbangan teknis; dan

c. perubahan RKA SKPD yang menguraikan detail pergeseran atau
perubahan yang diusulkan.

Format Surat Usulan Perubahan atau Pergeseran Anggaran atas Uraian dari

Sub Rincian Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat {1} sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kepala SKPD
Pasal 17

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan usulan pergeseran
anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan
disampaikan kepada seluruh anggota TAPD.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat juga mengajukan usulan
pergeseran anggaran tertentu kepada SKPKD selaku PPKD dengan tembusan
disampaikan kepada seluruh anggota TAPD.




(3)

(6)

(7)

(1)

(2)

(4)

Pergeseran anggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika
usulan tersebut menjadi kewenangan SKPKD selaku PPKD untuk disetujui.

Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak memuat anggaran yang telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS
atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah
di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;

b. tidak memuat penambahan maupun perubahan nomenklatur program/
kegiatan/sub kegiatan;

¢. tidak memuat penambahan sub rincian obyek dan/atau rincian obyek
bary,

d. tidak untuk belanja modal yang mengubah target kinerja dan rencana
kebutuhan barang milik daerah; dan

e. tidak mengubah sasaran (target} program dan keluaran {ouput) kegiatan.

Usulan pergeseran atau perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2} memuat:

a. pertimbangan teknis dilakukannya pergeseran atau perubahan anggaran;

b. dokumen pendukung yang melatarbelakangi pertimbangan teknis;

¢. perubahan RKA SKPD yang menguraikan detail pergeseran atau
perubahan yang diusulkan;

d. pergeseran atau perubahan anggaran kas.

Format Surat Usulan Pergeseran Anggaran Kepala SKPD kepada Kepala

SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur inij.

Format Surat Usulan Pergeseran Anggaran Kepala SKPD kepada Sekretaris

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernurini.

Pasal 18

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan telahaan staf pergeseran
dan perubahan anggaran pada kondisi tertentu kepada Sekretaris Daerah
selaku Ketua TAPD dengan tembusan disampaikan kepada seluruh anggota
TAPD.

Telahaan staf pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak memuat anggaran yang telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS
atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah
dijurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum; dan

b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Usulan pergeseran atau perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat:

a. pertimbangan teknis dilakukannya pergeseran atau perubahan anggaran,;

b. dokumen pendukung yang melatarbelakangi pertimbangan teknis;

¢. perubahan RKA SKPD yang menguraikan detail pergeseran atau
perubahan yang diusulkan; dan

d. pergeseran atau perubahan anggaran kas.

Format telahaan staf pergeseran atau perubahan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah

Dinas.



(6)

(1)

(2)
(3)

(4)

()

(6)

(1)
{2)

BAB V1
MEKANISME PERSETUJUAN/PENOLAKAN USULAN
PERGESERAN ATAU PERUBAHAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Kepala SKPD
Pasal 19

Menerima dan mengevaluasi usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas
uraian dari sub rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang
diajukan Kepala Unit SKPD,

Dapat melibatkan Pejabat yang bertanggung terhadap perencanaan dan/atau
Pejabat yang bertanggung terhadap keuangan untuk memberi pertimbangan
terhadap usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari sub
rincian obyek dimaksud.

Menyetujui atau menolak usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas
uraian dari sub rincian obyek.

Menerbitkan persetujuan/penolakan perubahan atau pergeseran anggaran
atas uraian dari sub rincian obyek pada rincian obyek, obyek, jenis, kelompok
dan sub kegiatan/kegiatan/program yang sama.

Surat persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Kepala Unit SKPD dengan tembusan kepada seluruh
anggota TAPD,

Memformulasikan rancangan P-DPA SKPD apabila usulan pergeseran disetujui
dan disampaikan ke Kepala SKPKD selaku PPKD jika dilakukan Perubahan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Pasal 20

Menerima, memverifikasi dan membahas usulan pergeseran anggaran antar
sub rincian obyek dalam rincian berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian
obyek dalam obyek berkenaan serta pergeseran anggaran antar obyek dalam
jenis berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10
yang diajukan Kepala SKPD.

Dapat mengundang Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk membahas
usulan pergeseran anggaran.

Menyetu jui atau menolak usulan pergeseran anggaran antar sub rincian obyek
dalam rincian berkenaan, pergeseran anggaran antar rincian obyek dalam
obyek berkenaan serta pergeseran anggaran antar obyek dalam jenis
berkenaan.

Merekomendasi penerbitan surat persetujuan/penolakan Kepala SKPKD
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk usulan pergeseran anggaran
antar sub rincian obyek dalam rincian berkenaan dan usulan pergeseran
anggaran antar rincian obyek dalam obyek berkenaan.

Merekomendasi penerbitan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah
selaku Ketua TAPD untuk usulan pergeseran anggaran antar obyek dalam
jenis berkenaan.

Merekomendasi kepala SKPD untuk membuat rancangan P-DPA SKPD apabila
usulan pergeseran disetujui dan dilakukan Perubahan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran APBD.

Pasal 21

Menerima, mengevaluasi dan membahas telaahan staf pergeseran anggaran
pada kondisi tertentu yang diajukan Kepala SKPD.

Dapat mengundang Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk membahas
pergeseran atau perubahan anggaran karena kondisi tertentu.



(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(3)
(4)

Menyetujui atau menolak usulan pergeseran atau perubahan anggaran karena
kondisi tertentu.

Jika usulan pergeseran atau perubahan anggaran Karena kondisi tertentu
disetujui, merekomendasi penerbitan surat Gubernur berupa permohonan
anggaran mendahului Penetapan Perubahan APBD kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Kepala SKPKD selaku PPKD
Pasal 22

Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan perubahan atau pergeseran
anggaran.

Menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran antar rincian obyek
dalam obyek berkenaan pada  jenis, kelompok dan sub
kegiatan/kegiatan/program yang sama.

Menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran antar sub rincian
obyek dalam rincian berkenaan pada rincian obyek pada obyek, jenis,
kelompok dan sub kegiatan/kegiatan/program yang sama.

Menyiapkan surat Gubernur tentang pemberitahuan perubahan atau
pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD untuk
disampaikan kepada Pimpinan DPRD, jika terjadi kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran
APBD.

Mengesahkan P-DPA SKPD.

Bagian Keempat
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
Pasal 23

Menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran anggaran antar obyek dalam
jenis berkenaan pada kelompok dan sub kegiatan/kegiatan/program yang
sama,

Memimpin TAPD dan/atau memerintahkan Pimpinan SKPD untuk memberi
penjelasan dan/atau melakukan pembahasan jika diminta Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Mengoordinasi penyiapan rancangan Peraturan Gubernur.

Memberikan persetujuan pengesahan P-DPA SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 051) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 O&eMRen 2022
GUBERNUR NUSA TENGG/ARA TIMUR

ﬁ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal ¥ ReseMmrel: 2022
PFj. SEKRETARIS DAERAH

GrPROVINST'NUS A THGGARA TIMUR, &
L }

4

JOHANNA E. LISAPALY
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 72



LAMPIRAN I :PERATURAN GUBERNUR NUSATENGGARA TIMUR
NOMOR : 152 TAHUN 2022
TANGGAL :24 ogemen 2022

FORMAT SURAT PERSETUJUAN
KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

FORMAT 1
KOP
SKPD

......................... 20xx
Nomor Yth. Kepala Unit SKPD
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Persetujuan perubahan atau di-
pergeseran anggaran atas uraian Tempat
dari sub rincian obyek pada DPA

SKPD Tahun Anggaran 20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor ......... ,tanggal ...........
20xx, hal ............ pada Unit Kerja ....... serta mengacu pada
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .... Tahun 2022
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran serta pertimbangan teknis
pejabat terkait, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari
sub rincian obyek pada sub kegiatan .............., pada prinsipnya
dapat disetujui dengan rincian sebagaimana terlampir.

2. Persetujuan ini menjadi dasar Pertanggungjawaban penggunaan
dana dan selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Perubahan
APBD serta diformulasikan dalam P-DPA SKPD Tahun Anggaran
20xx.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Pengguna Anggaran

NAMA
PANGKAT
NIP

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Masing-masing TAPD.



RENCANA KERJA DAN PERLBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJIA PERANGKAT DAERAH Formulir

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Urusan
Pemerintahan

1 x URUSAN PEMERINTAHAN ............ppe..e0

Bidang Urusan xxx URLISAN PEMERINTAHAN BIDANG ... ......cocoiveeines =
Prograrn x.xx.x¢ PROGRAM ..
Kegiatan e 1, B 1By o e—
Organisasi T 00X, K006, 30K, 0008 SKPD .
Unit I RO 0000 Uit SKPDY i
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan b s o ik Aot v, § R P PR L PR
Sumber
Pendanaan et
Lokasi 1 Kab/Kota ... , Kecamatan .......... JKelurahan .........
Waktu
Pelaksanaan G e
Sebelum Perubahan {APBD Murni) Setelah Perubahan {Sesual Persetujuan)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincan Perhitungan ?;:r:::::{
Koefisien | Satuan | Harga | PPN lumilah Koefislen | Satuan | Harga | PPN Jumiah
XX, e Rp. 2000000000 Rp. 000000 fp. O
SR e e Rp. 00000000 RO XM0000%K Rp. ©
XXX Rp. 000000t Rp. mexooxxn Rp.0
DXDOEEXNE. || e s s dn e Rp. rouooo Rp. 2000000 Rp.0
i e N Rp. 0000 Rpy. 300K fp.0
([} P - Rp. 000t fip. 00 Rp. xx
| R e
> gl [ 000 0oL Rp. XK e M 300 Rp. o Hp. ax
Spesifikash kota/kab....
. lurnlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10000000 Jumnlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp. 200000000 Rp. @
Jumlab Total Anggaran Kegiatan : Rp: 200000000600 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp. 2X000000XXK Rp. &

Kepala SKPD

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selaku Pengguna Anggaran

NAMA
PANGKAT
NIP




FORMAT?2

KOP
SKPD
......................... 20xx
Nomor - S — Yth. Kepala Unit SKPD
Lampitan @ lfsatm] Exp = = =z =< 300 isesviivesssbavessssesssdassi
Hal : Persetujuan perubahan atau di -
pergeseran anggaran atas uraian Tempat
dari sub rincian obyek pada
P-DPA SKPD Tahun Anggaran
20xx
Memperhatikan Surat Saudara Nomor ........., tanggal ...........
2000, Bal ........c pada Unit Kerja ....... serta mengacu pada
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .... Tahun 2022

tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran serta pertimbangan teknis
pejabat terkait, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai

berikut:
1. Usulan perubahan atau pergeseran anggaran atas uraian dari
sub rincian obyek pada sub kegiatan .............., pada prinsipnya

dapat disetujui dengan rincian sebagaimana terlampir.

2. Persetujuan ini menjadi dasar Pertanggungjawaban penggunaan
dana dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran Tahun Anggaran 20xx.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Pengguna Anggaran

NAMA
PANGKAT
NIP
Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Masing-masing TAPD.



RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAER AH

Formulir

Pererintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx

RKPA - RINCIAN BELANIA SKPD

Urusan
Pemerintaban

Bidang Urusan
Program
Kegiatan
Organisasi
Unit

XN URUSAN PEMERINTAHAN _..ocicciciccciininns

%% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG .,
xxxx%x PROGRAM ...

AMUXXXEN e ——

T RAMKANKXI0CKNXK SKPD v virensaene

D ROGXXNX00XXXKN UNit SKPD .

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan 5atuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

XN XOCX XX HX . prnr i ssanss s s,

Sumber
R anias NI —
Lokasi Kab/Kota ... Kecamatan ... Kelurahan .......
Wakiu
Pelaksanaan i
Sebelum Perubahan (Perubahan APBD} Setelab Perubahan {(Sesual Persetujuan)
Kode Rekening Uralan Rinclan Perhitungan Rincian Perhitungan ‘B::r::::::;‘
Koefisien | Satuan | Harga | PPN Jumlah Koefisien | Satuan | Harga | PPN Jumiah
AX. Rp. x00m00000 Rp. XXOMEXNRX Rp.0
XXX Rp. 00000000 Rey. soonsxx Rp.0
R XHXN Rp. xxxxyoot Rp. xx0000¢x Rp.0
XXX X KX Rp. 100000 Rp. o000 Rp.0
HXHK 0 AN X0 g Rp. 0000 Rp. Xxxxx Rp.0
[# . Rp. X0 Rp. %oux Rp. xx
2 — s T
O 000 nxX Rp. uxx F e o 00X Rp. xx Rp. xx
| Spesifikas: kotafkab.... 1
Jumiah Anggaran Sub Kegiatan: Rp. 20000000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: R, xmaonno Rp. 0
i Jumiah Total Anggaran Kegiatan: Rp. 0000000¢ Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp. xtons i i Rp.C |

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selaku Pengguna Anggaran

NAMA
PANGKAT
NP



FORMAT3

KOP
SKPD

......................... 20xx
Nomor . (R TSR WL —— Yth. Kepala Unit SKPD
Hal :  Penolakan perubahan atau di-
pergeseran anggaran atas uraian Tempat
dari sub rincian obyek pada DPA
SKPD/P-DPA SKPD Tahun
Anggaran 20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor ........., tanggal ...........
20xx, hal ............ pada Unit Kera ....... serta mengacu pada
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .... Tahun 2022
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran serta pertimbangan teknis
pejabat terkait, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Usulan pergeseran dan perubahan anggaran pada sub
kegiatan...... tidak dapat disetujui dan tidak dapat diproses lebih
lanjut berdasarkan hasil pertimbangan teknis.

2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud diantaranya tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor... Tahun
2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau
pertimbangan lainnya.

3. Usulan pergeseran dan perubahan anggaran dimaksud dapat
diformulasikan kembali dan diusulkan melalui mekanisme
Perubahan APBD /APBD tahun berikutnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Pengguna Anggaran

NAMA
PANGKAT
NIP
Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
Yz. Masing-masing TAPD.

E‘ GUBERNUR\NUSA TENGGARA TIMU\J

ﬁ, VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FORMAT 1

Nomor
Lampiran
Hal

Tembusan:

NOMOR : 132 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 oomunee 2022

FORMATSURATPERSETUJUAN
KEPALA SKPKD SELAKU PPKD

KOP
SKPKD
......................... 20xx
Yth. Kepala Perangkat Daerah
1 (satu) Exp
Persetujuan Pergeseran Anggaran di-
Antar Rincian Obyek Dalam Tempat

Obyek Berkenaan dan/atau Antar
Sub Rincian Obyek Dalam
Rincian Obyek Berkenaan pada
DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor ......... , tanggal ...........
A0=x, Bal ... pada SKPD ....... serta mengacu pada Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .... Tahun 2022 tentang

Tata Cara Pergeseran Anggaran serta Berita Acara hasil
pembahasan usulan pergeseran DPA SKPD, maka bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan pergeseran anggaran pada sub kegiatan ..............
berupa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan pada sub kegiatan yang sama dan/atau
pergeseran anggaran pada sub kegiatan .............. berupa
pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek
belanja berkenaan pada sub kegiatan yang sama, pada
prinsipnya dapat disetujui dengan rincian sebagaimana
terlampir.

2. Persetujuan ini menjadi dasar Pertanggungjawaban penggunaan
dana dan selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Perubahan
APBD serta diformulasikan dalam P-DPA SKPD Tahun Anggaran
20xx.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala SKPKD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku PPKD

NAMA
PANGKAT
NIP

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);

3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
4. Masing-masing TAPD.



PERUBAHAN RENCANA KERIA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Bormulin

Pemerintah Provinsl Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2ot

RKPA -RINCIAN BELANIA SKPD

Urusan
Pemerintahan

Bidang Urusan
Program
Kegiatan
Organisasi
Unit

i XURUSAN PEMERINTAHAN ..o F—

+ xxx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ...
ko0l PROGRAM,

H XJ00XN. X000 .
' 00X XK, X000 0000 SKPD ..

I NG00k Unit SKPD ...

Rindan Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Subr Kegiatan

L e G0 0 8 ¢ JPTOTRTR.

Sumber "

Pendanaan y T AT A

Lokasi Kab/Kota ..., , Kecamatan ......... , Kelurahan ... _...

Waktu :

Pelaksanaan e A

Sebelum Perubahan {APBD Murni) Setelah Perubahan (Sesuai Persetujuan)
Kode Rekening Ursian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan ?::r::‘r:::{
Koefisien | Satuan | Harga | PPN Jumiah Koefisien | Satuan | Harga | PPN Jumiah

X ey Rp. 200000000% Rp. 300000000 Rp. 0

XKD P T e Rp. 00000008 Rp. 000000 Rp. @

XK O R, Fip. 306000 Rp. Xxo00x Rp. O

X200 000 30K Sl R s C NP Rp. xoooox Rp. 300000 Rp. O

L7 b ot oy ot N (NG e 3 Rp. x000x Rp. 0000 fp. xx
1) P Rp. xotx Rp. 200 R ot
M .

RS o . . L] oo Rp. jotx "o, i o o Rp. xxx Rp. xx
Spesifikasi:kota/kab....

XX 0000 AN X000 oy el o LT Rp. w000 Rp. oo Rp. xx
] [PO—— Rp. x001% Rp. 100x Rp. Xx
|7 ———

............................... DO - = W | o fp. o e o | oo fp, 00 fip. xx
Spesifikasi: kota/kab.

AREEE ) sk . Rp. 2000000t Rp. X000 Rp. @

XX XK. IO0XK AT SRS e Rp. 30000 Ap. ooooo Rp. O

X%, 00 X, 08 000K Pk - Rp. o000 Ro. o000 Rp. xx
1] PR R Re. oo Rp. 000t Rp. xx
i et i
PRI H i r - S WX EE Rp. oo v, p—— =L Ee e o Rp. 0 fp. xx
Spesifikasi: kota/kab....

Jumlah Angparan Sub Kegiatan: Rp. 300000000 lumiah Anggaran Sub Kegistan: P, 200000000 Rp.0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp. 1000000000 Jumliah Total Anggaran Kegiatan: Ap. 0003000000 Rp.0

Kepala SKPKD

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selaku PPKD

NAMA
PANGKAT
NIP




FORMAT2

Nomor
Lampiran

Tembusan:

KOP
SKPKD
......................... 20xx
Yth. Kepala Perangkat Daerah
M B =000 ihensieiinsiessessehmssssmmen
Persetujuan Pergeseran Anggaran di-
Antar Rincian Obyek Dalam Tempat

Obyek Berkenaan dan/atau Antar
Sub Rincian Obyek Dalam
Rincian Obyek Berkenaan pada
P-DPA SKPD Tahun Anggaran

20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor ........., tanggal ..
203x, DAl ... pada SKPD ......, serta mengacu pada Peratu ran
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .... Tahun 2022 tentang

Tata Cara Pergeseran Anggaran serta Berita Acara hasil
pembahasan usulan pergeseran P-DPA SKPD, maka bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.

Usulan pergeseran anggaran pada sub kegiatan T
berupa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan pada sub kegiatan yang sama dan/atau
pergeseran anggaran pada sub kegiatan .............. berupa
pergeseran antar sub rincian obyek belanja dalam rincian obyek
belanja berkenaan pada sub kegiatan yang sama, pada
prinsipnya dapat disetujui dengan rincian sebagaimana
terlampir.

. Persetujuan ini menjadi dasar Pertanggungjawaban penggunaan

dana dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran Tahun Anggaran 20xx.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala SKPKD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku PPKD

NAMA
PANGKAT
NIP

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);

3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
4. Masing-masing TAPD.



PERUBAHAN RENCANA KERIA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx

Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJUA SKPD

Urusan

PemAintda i X URUSAN PEMERINTAHAN . .coconininimranesrsnianiinns
Bidang Urusan 1 xxx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ...
Program 1 x0oxx PROGRAM .
Kegiatan i WIOLIIXK .« evinririann onsnne 00
Organisasi T XJOLKXEX00XE 0000 SKPD .
Unit D RO AN 000 Linit SKPD ..
Rinclan Perubahan Anggaran Belanja Kegistan Satuan Nerja Peranghat Daersh
Sub Kegiatan B SRICUERNION o s b
Sumber .
b ; o
Lokasi :  Kabf¥ota ......... , Kecamatan .......... , Kelurahan ..........
Waktu .
Pelaksanaan T SR
Sebelum Perubahan (Perubahan APBD) Satelah Perubahan Sesuai Persetujuan)
Kode Rekening Uralan Rincian Perhitungan Rindan Perhitungan la:::;?ﬂ:i
Koefisien | Satuan | Harga | PPN Jumlah Koefislen | Satuan | Harga | PPN Jumiah
XX, [ Rp. %0000000 Ap. 00000000x Rp. O
XXX d o o A e A R, :000000X% Rp. XXX0006KX Rp. 0
XML KK Rp. xxxoo0ou Rp. wooms Rp.0
pAS RS Rp. oo Rp. 2000000 Rp. 0
2., 200, KX, 200, XOOHX e e i Rp. 200000 fp. 00000 Rp. ¢
AT i sl Rp. Rp. xxxx Rp. xx
8 RO
[ —— ) R— . ] o Rp. xxx -7 - p— o o Rp. xxx Rp. xx
Spesifikasl : kota/kab....
AICKK, KXXNK O ———— Rp. yooom Rp. 0000 Rp. ax
| [O— Rp. xo0mx Re. w0 Rp. xx
[ e s———
e L B e 7 N e Rp. xxx i A ot b= o Rpy. 3000 Rp. ax
Spesifikasi: kota/kab....
XXX i ot ol T b Rp. Moo Rp. 000000t Rp. O
3000, 000 XK Ap. oo Rp. 00000t Rp. O
XN KL HOLKNL XXXK Rp. Yoo Rp. x0ix Rp. n
Rp. xxxx Rp. o000 Rp. xx
R .3 - KK AN R, 3o [ | — = Eri g HAR Rg. xxx Rp. xx
Spesifikasi: kota/kab....
" Jumiah Anggaran Sub Kegiatan: Rp. 300000008 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Ap. 00D0OLOL Ro. O
Jumiah Tota! Anggaran Kegiatan: Rp. xo0000000 Jumlah Total Anggaran Kegilatan : Rp. X0000000X. Rp. 0
Kepala SKPKD
Provingi Nusa Tenggara Timur
Selaku PPKD
NAMA
PANGKAT

NIP




FORMAT3

......................... 20xx
Nomor S R Yth. Kepala Perangkat Daerah

Hal : Penolakan Pergeseran Anggaran di-
Antar Rincian Obyek Dalam Tempat
Obyek Berkenaan dan/atau Antar e
Sub Rincian Obyek Dalam
Rincian Obyek Berkenaan pada
DPA SKPD/P-DPA SKPD Tahun
Anggaran 20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor ......... , tanggal ..

) o B i1 T——— pada SKPD . serta mengacu pada Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ...... Tahun 2022 tentang

Tata Cara Pergeseran Anggaran serta Berita Acara hasil

pembahasan usulan pergeseran DPA SKPD/P-DPA SKPD", maka

bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan pergeseran dan perubahan anggaran pada sub
kegiatan...... tidak dapat disetujui dan tidak dapat diproses lebih
lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan TAPD;

2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud diantaranya tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor ..... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur dan/atau pertimbangan lainnya;

3. Usulan pergeseran dan perubahan anggaran dimaksud dapat
diformulasikan kembali dan diusulkan melalui mekanisme
Perubahan APBD /APBD tahun berikutnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala SKPKD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Setaku PPKD

NAMA
PANGKAT
NIP
Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
F. Masing-masing TAPD.

Q\% GUBERNUR SA TENGGARA TIMUR ﬂ

—

ﬂ, VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

| FORMAT 1

Nomor
Lampiran

Tembusan:

NOMOR :,z» TAHUN 2022
TANGGAL: 24 puesncl 2022

FORMAT SURAT PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH

SELAKU KETUA TAPD

KOP
SEKRETARIAT DAERAH
......................... 20xx
Yth. Kepala Perangkat Daerah
1 (satu) Exp
Persetujuan Pergeseran Anggaran di-
Antar Obyek Dalam  Jenis Tempat

Berkenaan pada DPA SKPD
Tahun Anggaran 20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor ......... , tanggal ...........
20, hal ............ pada SKPD ....... serta mengacu pada Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ...... Tahun 2022 tentang

Tata Cara Pergeseran Anggaran serta Berita Acara hasil
pembahasan usulan pergeseran DPA SKPD, maka bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan pergeseran anggaran pada sub kegiatan ..............
berupa pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan pada sub kegiatan yang sama, pada prinsipnya dapat
disetujui dengan rincian sebagaimana terlampir;

2. Persetujuan ini menjadi dasar Pertanggungjawaban penggunaan
dana dan selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Perubahan
APBD serta diformulasikan dalam P-DPA SKPD Tahun Anggaran
20xx.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Ketua TAPD

NAMA
PANGKAT
NIP

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan),
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur {sebagai laporan);
3. Masing-masing TAPD.



PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2xx

P- RKA RINCIAN BELANJA SKXPD

Urusan
Pemerintahan

Bidang Urusan

: xURUSAN PEMERINTAHAN ................

: xXxx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG _........ccccoccimanis

Program T %2606 PROGRAM .......ooomverinrrnninns Tt
Kegiatan R 50 5 5 - S
Organisasi T XKJ20LXIOLX.00K00X SKPD ... AT
Unit D MOCRXRX U000 Unit SKPD e
flincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan R S B 18 8 5| S —
Sumber ;
Paridanaan - T et
Lokasi Kab/Kota ........ JKecamatan .......... , Kelurahan ...
Waktu
Pelaksanaan e RS Tia
Sebelum Perubahan (APBD Murni) Setelah Perubahan {Sesuai Persetujuan)
¥ode Rekening Uraian Rindan Perhitungan Rindan Perhitungan ?;e'r:::‘r:::‘;
Koufisien | Satwan | Harga | PPN Jumlah Kosfisien | Satuan | Harga | PPN Jumlzh
XX Rp. 0000000(X Rp. swpooonmx Rp. O
XA Rp. 100000008 Rpy 200000000 fip.C
%00 Ry, yoD0ooi Rp. 1000000 Rp. aox
300X M KK Ap. oo fp. X000 Rp. xx
XX, 200.204, 00 X000 P ARAI T L Rp. x000¢ Rp. 3000 Rp. xx
D e Rp. xxxx Rp. xxax Ap. xx
|- | =
I —— < — . Fr ] AEE Rp. wxx X g arin — R EEE Rpn xox Rp. xx
Spesifikasi: kota/kab...
XK. 30000 XX OO e Rp. 000 Rp. 0000( Rp. xx
Tl ccmnascinsiarviiimicnion: Rp. w0t Rp. xnxx Rp. xx
e S B i o Ee ] Rp. 200 ] i e e o Rp. 0 Rp. xx
Spesifikasi: kota/kab....
JEE, 8. Rp. x0Xxxxx Rp. 30000000 Rp. xx
XXX NX Rp. 0000 Rp. X0000( Rp. xx
XX 200300 20030000 i Rp. o0 Rp. xoo Rp. xx
o PR Rp. uxx Ap- e Rp. xx
Bl csmiisiiispreeriains
ok el i e X iieia == EEN A Rp. xoux I neas 21 EEs EE Rp. xxx Rp. xx
Spesifikasi: kota/kab....
NXI00000 = e 2 T Rp. 000000 Rpx xoo00m Rp, o
X200 XXX 30006 SO Rp. 0000 Rp. x000t Rp. xx
= i Re. xonex Rp. 1000¢ Rp. xx
T WA . s = W Rp. xax o o oo Rp. o0 Rp. wx
Spesifikasi: kota/kab....
XK Rt ) Rp. oponoo Rp. X300k Rp. xx
KA, X0 e Rp. 000000 Rp. 200000¢ Rp. »x
X X090 XX, 20000 L Rp. 00000 Rp. 0000¢ Rp. xx
[ 1 . Rp. xom Rp. 0% Rp. xx
—— - [~ E— — ] R Ap. wx - Fes Wi Rp. xxx Rp. xn
Spesifikasl : kota/kab....
Jumiah Anggarzan Sub Kegiatan : Rp. 200000000 Jumiah Anggaran Sub Keglatan: Rp. 00000000 Ap.0
i tumiah Total Anggaran Kegiatan : Ra. 20000000000 Jumiah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 20000006 Rp.0

Sekretaris Daerah

Provinei Nusa Tenggara Timur

Selaku Ketua TAPD

NAMA
PANGKAT
NiP




FORMAT2

KOP
SEKRETARIAT DAERAH
......................... 20xx

Nomor N, smasisissirieaias Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Persetujuan Pergeseran Anggaran di-

Antar Obyek Dalam Jenis Tempat

Berkenaan pada P-DPA SKPD

Tahun Anggaran 20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor ........ o Eampeal ...
20xx, hal ............ pada SKPD ....... serta mengacu pada Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ...... Tahun 2022 tentang

Tata Cara Pergeseran Anggaran serta Berita Acara hasil
pembahasan usulan pergeseran P-DPA SKPD, maka bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan pergeseran anggaran pada sub keglatan
berupa pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belan_}a
berkenaan pada sub kegiatan yang sama, pada prinsipnya dapat
disetujui dengan rincian sebagaimana terlampir;

2. Persetujuan ini menjadi dasar Pertanggungjawaban penggunaan
dana dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran Tahun Anggaran 20xx.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Ketua TAPD

NAMA
PANGKAT
NIP
Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
k& Masing-masing TAPD.



PERUBAHAN RENCANA KERIA DAN ANGGARAN

SATUAN FERIA PERANGKAT DAERAH

Formulir

Pernerintah Provinsl Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2o

P- RXA RINCIAN BELANJA SKPD

f:::;mhan i KURUSAN PEMERINTAHAN ...........
Bidang Urusan 1 Xoot URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ... ... ... ...
Program 1wt PROGRAM
Kegiatan D XICLOLXN .
Organisasi D RXNX0LX.XN.XI0OSKPD
Unit I OKJOCNI06X XX XHI0K Unit SKPD ...
Sub Kegiatan DMK KRN ...
Sumber 5
Pendanaan ¥ R
Lokasi = Kab/Kota ... , Kecamatan .......... Kelurahan ...
Waktu “
Pelaksanaan i
Sebefum Perubshan (Perubahan APBD) Seteiah Perubahan (Sesual Persetujuan)
Kode Rekening Uraian Rincsn Perhitungan Rincian Perhitungan m;":{
Koefisien | Satuan | Hargh | PPN Jumiah Koefisien | Satuan | Harga PPN Jumiah
nx R a——— R 00000000 Rp. M0000000¢ Rp.Q
XLX0% B B Rp. 1000000 Rp. 200000000 fp. ©
TEETE Y i Rp. 000K Rp. o0uxxt Rp. xx
XX 200000, XK e Aip. oo fp. 00000 Rp. xx
X200, )00 XK, X008 RS e e S Rp. 0o Rp. 300000 Rp. xx
| R Rp. 00x Rp. 3000t Rp. xox
[l -
BTG i o - N EEX Rp. xux s o R ey Rp. oo Rp. xx
Spesifikasi : kota/kab....
XX IOLXK. 0L IO0EX = Rp. ooox Rp. mo Rp. xx
|| Ee——— Rp. 000 Aip. oo Rp. xx
[ P
L e [ TS s f i Rp. wxx ", J— L EE o Rp. 000 Rp. xx
Spesifikasl: kotafkab....
X000 P AL R Rp. 000000 fp. Rp. o
200 XK KK R SR TN Rp. wooomx Rp. 00000 Ro. =
2000300 XLXKIE AL T P Rp. 0000 Rp. w00 Rp. xx
(I | Rp. oo Rp. oo Rp. =
Bl srermsinvmm
R ——— . s X o Rp. o o P = o oo Rp. joex Rp. xx
Spesifikasi: keta/kab....
200,206, XX e ——_ Rp. 000000 Rp. 1000004 Rp. xx
X3, XK. 300, XX, 10008 e Rp. 10000 Rp. xxcoe fip. xx
| [ —— Rp. Joox R, 3000¢ Rp. mx
| e
e T ... - Ei ] o Rp. oo T JA— i o oL Rp. 2000 Rp. xx
Spesifikasi : kota/kab..
X300 e Rp. xooucoo: fp. ooooocc Rp. xx
2.2.000.30, 0% Rp. xxa00t . woo0om Rp: wax
3,M 3. 30 KX 30000 Rp. xoocoo Rp. o000 Ry, xx
Rp. ro00c Rp. o0m Re. wx
T R ST - — - L EHE Rp. 10 ' =] o ] Hp. xxx R ux
Spesifikasi: kota/kab....
Jumiah Anggaran Sub Keglatan: RO 3000000000 Jumniah Anggaran Sub Kegiatan: Rp. 2000000000 fip. O
jumiah Total Anggaran Keglatan : Rp. mootoooom Jumilah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 3300000000 fip.0

Seicretaris Dasr ah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selalon Ketua TAPD

NAMA
PANGKAT
NIP




FORMAT3

Nomor
Lampiran
Hal

Tembusan:

KOP
SEKRETARIAT DAERAH
......................... 20xx
Yth. Kepala Perangkat Daerah
i et Bieetd S
Antar Obyek Dalam  Jenis Tempat

Berkenaan pada DPA SKPD/
P-DPA SKPD Tahun Anggaran

20xx

Memperhatikan Surat Saudara Nomor ........., tanggal ..
0=, Ball .o pada SKPD . serta mengacu pada Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ...... Tahun 2022 tentang

Tata Cara Pergeseran Anggaran serta Berita Acara hasil
pembahasan usulan pergeseran DPA SKPD/P-DPA SKPD, maka
bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan pergeseran dan perubahan anggaran pada sub
kegiatan...... tidak dapat disetujui dan tidak dapat diproses lebih
lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan TAPD;

2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud diantaranya tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor ...... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur dan/atau pertimbangan lainnya;

3. Usulan pergeseran dan perubahan anggaran dimaksud dapat
diformulasikan kembali dan diusulkan melalui mekanisme
Perubahan APBD/APBD tahun berikutnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Ketua TAPD

NAMA
PANGKAT
NIP

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
3. Masing-masing TAPD.

H{GUBERNUR NYESA TENGGAIRA TIMUR/

L—"
]e_VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 122 TAHUN 2022
TANGGAL :19 oecemter 2022

FORMAT SURAT USULAN PERUBAHAN ATAU PERGESERAN
ANGGARAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBYEK

FORMAT 1
KOP
SKPD

......................... 20xx
Nomor P R R 8 Yth. Kepala SKPD................
Lampiran : 1 (satu) Exp Provinsi Nusa Tenggara
Hal : Usulan pergeseran anggaran Timur Selaku Pengguna
pada DPA SKPD Tahun Anggaran
Anggaran 20xx di-

Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran
sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor ....... Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan
pergeseran/perubahan komponen anggaran atas uraian dari sub
rincian obyek pada DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx, dengan
alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- B - ————
Dapat disampaikan pula bahwa usulan perubahan dimaksud pada
prinsipnya tidak menambah pagu anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan
Bapak/Ibu untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran
dimaksud dipertimbangkan dan disetujui, dengan rincian
pergeseran anggaran P-DPA SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak/lbu kami
ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP
Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);

k?. Masing-masing TAPD.



RENCANA KERIA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formuiir

Pemetintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx

RKFP A - RINCIAN BELANJA SKPD

E::::ntahan i WURUSAN PEMERINTAHAN .vvepvoe coscscsesssmnes
Bidang Urusan kX URUSAN PEMERINYAHAN BIDANG ..........c.....
Program 1 xeexx PROGRAM )
Kegiatan I OKLXNKNX .
Organisasi ORKNXIOCKXNXR 0000 SKPD
Unit ALK KE 0000 Linit SKeD,, i
Rindan Perubzhan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan LA 5 LTI 1T R e S
Sumber A
Pendanaan " 2
Lokas! :  Kab/Kota _.....Kecamatan ......Kelurshan ...
Waktu 1
Pelaksanaan Ry
Sebelum Perubahan {APBD Murni) Setelsh perubahan (Sesuai Usulan)
Kode Rekening Uraian Rindan Perhitungan Rindan Perhitungan ?:::;::::{
Koefisien | Satuan | Harga | PPN Jumiah Koefisien | Satuan | Marga | PPN Jumiah
XX e —— Rp. 100000000 Rp. %:0000000¢ Rp.0
ARAX s Tt o Rp. 000000 Rp. 200000000 fp. O
XK KX XX Vb . Rp. 0000000 Rp. 0000000 Rp. O
XX KX KK XK Rp. 000000 Rp. 00000 fip. O
XXX KX I000 Rp. 000t Rp. oot fp. O
Rp. xxo00 Rp. souxx Rp. ¢
] e e
shiscfmnen A R s e L o, (R 200 i Rp. #xx X i .... X0 X300 Rp o Rp. xx
Spesifikasi ; kota/kab....
Jumiah Anggaran Sub Kegiatan : RO, 20000000 Jurelah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 30000000 Rp. O
tumiah Total Anggaran Kegiatan: Ro. 200(K30000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : RD. XXXXKNRAX Rp. O

Kepala Unit SKPD

NAMA
PANGKAT
NP




FORMAT2

Nomor
Lampiran
Hal

Tembusan :

KOP
SKPD
......................... 20xx
Yth. Kepala SKPD................
1 (satu) Exp Provinsi Nusa Tenggara
Usulan pergeseran anggaran Timur Selaku Pengguna
pada P-DPA SKPD Tahun Anggaran
Anggaran 20xx di -
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran
sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor ..... Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan
pergeseran/perubahan komponen anggaran atas uraian dari sub
rincian obyek pada P-DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx, dengan
alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Dapat disampaikan pula bahwa usulan perubahan dimaksud pada
prinsipnya tidak menambah pagu anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan
Bapak/lbu untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran
dimaksud dipertimbangkan dan disetujui, dengan rincian
pergeseran anggaran P-DPA SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak/Ibu kami
ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Masing-masing TAPD.



RENCANA KERIA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Permerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20ux

Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

:;':r‘:::ntahan X URUISAN PEMERINTAHAN __.........ocovvo. e
Bidang Urusan %20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ...,
Program % PROGRAM .,
Kegiatan
Organisasi RIOCHIXXHN100C 0000 SKPD
Unit 063 300, X M0 00000 Unilt SKPD . ............
Rindan Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan 5atuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan R b 03 0 L e e e
Sumber
Pendanaan
Lokasi Kab/Kota .......... , Kecamatan ....... , Kelurahan .........
Waktu
Petaksanaan s
Sebelum Perubahan (Perubahan APBD) Satelah Perubahan (Sesuai | )
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rindan Perhitungan Bestamatinh/
(Berkurang)
Koefisien | Satuan | Harga | PPN Jumiah Koefisien | Satuan | Harga | PPN Jumiah
L | [}, e R, 200000000X Rp. xnxoo0o00c Rp. O
ey 00 - s aamae Rp. 0000000 Rp. rounocoo Rp.0
b 25 W3 S IR - o T Rp. 3000000t Rp. 30000000 Rp.0
X.2200 XH.XK P T e Rp. 3000000 Rp. 0o Rp. @
X% NX X300 30000 e o Rp. 100000 Rp. x00m Rp.0
L. [ Rp. so00x Rp. xuxx Rp.
[|5] greee——
P x5 = XRK 000 Rp. oo xx .. — XXX XXM Rp. »oux Rp. xxx
Spesifikasi: kota/kab....
= Jurniah Anggaran Sub Kegiatan: Rp. wononoco Jumiah Anggaran Sub Kegiatan: Rp xoovo00 Rp. O
Jumlah Total Anggaran Keglatan : Rp. 30000000000 Jumiah Total Anggaran Kegiatan ; Rp. 000000006 Rp.0

Kepala Unit SKPD

NAMA
PANGKAT
NIP

F%GUBERNUR NUGA TENGGARA TIMU

/@VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 132 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 vaswe 2022

FORMAT 1

Nomor
Lampiran
Hal

Tembusan:

FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN
KEPALA SKPD KEPADA KEPALA SKPKD

KOP
SKPD
......................... 20xx
Yth. Kepala Badan Keuangan
1 (satu) Exp Daerah Provinsi NTT
Usulan pergeseran anggaran Selaku Pejabat Pengelola
pada DPA SKPD Tahun Keuangan Daerah
Anggaran 20xx di-
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran
sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor ..... Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan
pergeseran/perubahan komponen anggaran Antar Rincian Obyek
Dalam Obyek Berkenaan, pergeseran/perubahan komponen
anggaran Antar Sub Rincian Obyek Dalam Rincian Obyek
Berkenaan pada DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan
dan pertimbangan sebagai berikut:

Dapat disampaikan pula bahwa usulan perubahan dimaksud pada
prinsipnya tidak menambah pagu anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan
Bapak/Ibu untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran
dimaksud dibahas oleh TAPD, dengan rincian pergeseran anggaran
P-DPA SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak/Ibu kami
ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan});,
2. Masing-masing TAPD.




RENCANA KERIA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KEFUA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Nuss Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx

Formulic

RKPA - RINCIAN BELANIJA SKPD

gmnum . % URUSAN PEMERINTAHAN .....coocovr e
Bidang Urusan xx0¢ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ..........................
Program
Kegiatan T RIDCIOCMIIR! et s sz -
Organisasi 23002200, K000, %K. 000 SKPD ..
Unit XJ0LXJOLXIN.I0LI000 Unit SKPD .
Sub Kegiatan D RIOLXOGLXIOOAK e
Sumber E
Pendanaan E S e T
Lokasi :  Kabf¥ota ... JKecamatan ......... Kelurahan .........
Waktu F
B liesiniins [ R
Sebelun Perubahan [APBD Murni) Setelah Parubahan (Sesus Usulan)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan m::’:{
Koefisien | Satuan | Harga | PPN Jumiah Koefisien | Satusn | Harga | PPN Jumiah
A, e e Rp. 300000000t Rp. x000000000 Rp. @
KNI R Rp. 3000000 Rp. 1000000 Rp.G
R0 L D IS Rp. 3000000t Rp. 1coooou Rp.0
5 X0030¢, 306 i Skt s Rp. w00000; Rp. o000t Rp.0
X0 J0C. 0K, 0L 30000 S R R, Rp. 20000 Rp 0000 Rp. ¢
1| ——— Rp. xxxx Rp. 000 Rp.
1) F—————
= = o (- XXX 0K Rp. xxx s L e X0 W Rp. xox Rp. nx
Spesifikasi: kotafkab.
00 X000 00 ——— Rp. »0o000¢ Rp. 0000 Rp. mx
[ — Rp. w000t Rp. w000 Rp. st
e
............................... o X0 000 Rp. o v, P 1 00¢ Rp. som Rp.
Spesifikasi: kota/kab.
R0 EE T A AT T Rp. 0060000 Rp. 1000000 Rp. 0
L [ Rp. oo Rp. 00000 Rp. 0
LB BRI 6 s R P Rp. :o0000 Rp. w0000 Rp. xx
||| — Rp. w0000 Rp. 3000 Rp. »t
|
e ——— —" MK 00 000 Rp. o [T et e XK 300 Ry, mux Rp. xx
Spesifikasi: kotafiab....
lumlah Anggaran Sub Kegi atan: Rp. 200000000 lumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. X000 Rp.0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp. 10000000000 Mumiah Total Anggaran Kegiatan: Rp. %00000000¢ Rp. O

Kepala SKPD

Provinsi Nusa Tenggara Timur

PANGKAT
NIP




FORMAT 2

Nomor
Lampiran

Tembusan:

KOP
SKPD
......................... 20xx
Yth. Kepala Badan Keuangan
1 (satu) Exp Daerah Provinsi NTT
Usulan pergeseran anggaran Selaku Pejabat Pengelola
pada P-DPA SKPD Tahun Keuangan Daerah
Anggaran 20xx di-
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran
sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor .... Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan
pergeseran/perubahan komponen anggaran Antar Rincian Obyek
Dalam Obyek Berkenaan, pergeseran/perubahan komponen
anggaran Antar Sub Rincian Obyek Dalam Rincian Obyek
Berkenaan pada P-DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan
dan pertimbangan sebagai berikut:

Dapat disampaikan pula bahwa usulan perubahan dimaksud pada
prinsipnya tidak menambah pagu anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan
Bapak/Ibu untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran
dimaksud dibahas oleh TAPD, dengan rincian pergeseran anggaran
P-DPA SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak/Ibu kami
ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

. Masing-masing TAPD.

\al. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan),



RENCANA KERJIA DAN FERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20

Forrudir

RKP A - RINCIAN BELANIA SKPD

Urusan
Pemerintahan

Bidang Urusan

% URUSAN PEMERINTAHAN

%30 URLISAN PEMERINTAHAN BIDANG .

Program 22000 PROGRAM ... s
Kegiatan s 102 1 o BT O
Organisasi 23060300, 10X 0000 SKPD o
Lnit 2002001006 00030000 Link SKPD ..o
Rindan Perubahan Anggaran Belanjs Waegistan Satusn Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan IR dore 1
Sumber
Pendanaan e
Lokasi Kab/Kota .......... , Kecamatan ......... JKeturahan .........
Waktu
e —
Sebelum Perubahan {Perubahan APBD) Setelah Perubahan (Sesuai Usulan)
Bertambah/
R
Kode Rekening tiralsn Rindan Perhitungan Rinclan Perhitungan {Beriurang)
Koefisien | Satuan | Harga | PPN Jumiah Koefisien | Satusn | Harga | PPN Jumizh
R |l eeaa e Rp. 30000000iX Rp. 0000000 Rp. O
B @000 ] e Rp. woooomx Rp. 0o000oe Rp.O
LF U T A [ T Rp. 000000 Rp. 3000(K0X Rp.0
BRI 00 | s s Rp. 00000 Rp. 100000 Rp. O
3,200 M IO DO Rp. 20000 R, 00000 Rp. xx
Rp. xotx Rp. 300x Rp. xx
o, (- = 200X 00K Rp. xox xx .. - o P Rp. xnx Rp, xx
X, 0L X% JDDOK Ro. o000 Rp. 0o Rp. %x
fip. oo Rp. xxxa Rp. xx
i+ P - XKX 00 Rp. s XX .. X AXX Rp. 1% Rp.
Vw0 G | Nt S e Rp. 3000000¢ Rp. 20000000 Rp. 0
NXKRIOLIHK Eesiisss Rp. recoowx Rp. wooow Rp.0
Xaaaspcioeeooe el Rp. o0 Rp. 000 Rp. xx
Rp. oot Rp. 200; fip.
L | [ XK X000 Rp. Yoot X - XXX XU Rp. o Rp. xx
Spesifikasi; kota/kab....
Jumiah Anggaran Sub Keglatan : Ry, 00000000 lumlah Anggaran Sub Keglatan: Rp. 0000000 Rp. O
Jumlah Total Anggaran K egiatan: Rp. 300000000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp. 000000000 Rp. 0
Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur
NAMA
PANGKAT
NIP
5% GUBERNUR NWSA TENGGARA TIMUR

-

{Q VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : {23 TAHUN 2022
TANGGAL : >g peremaer 2022

FORMAT 1

Tembusan:

FORMAT SURAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN
KEPALA SKPD KEPADA SEKRETARIS DAERAH

KOP
SKPD
......................... 20xx
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi
1 (satu) Exp Nusa Tenggara Timur
Usulan pergeseran anggaran Selaku Ketua Tim Anggaran
pada DPA SKPD Tahun Pemerintah Daerah
Anggaran 20xx di -
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran
sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor ...... Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan
pergeseran/perubahan komponen anggaran Antar Obyek Dalam
Jenis Berkenaan, pergeseran/perubahan komponen Antar Rincian
Obyek Dalam Obyek Berkenaan, pergeseran/perubahan komponen
anggaran Antar Sub Rincian Obyek Dalam Rincian Obyek
Berkenaan pada DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan
dan pertimbangan sebagai berikut:

prinsipnya tidak menambah pagu anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan
Bapak/Ibu untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran
dimaksud dibahas oleh TAPD, dengan rincian pergeseran anggaran
P-DPA SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak/Ibu kami
ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur {sebagai laporan);
kS. Masing-masing TAPD.



RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx

Formulir

RAKPA - RINCIAN BELANJA SKPD

Urusan
Pemerintahan

Bidang Urusan

1 % URUSAN PEMERINTAHAN ... i e e —

% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ...

Program t K0t PROGRAM
Kegiatan S B £ ST
Qrganisasi DKL 0GR O00m SKPD .
Unit TOAXKKKG0000 00 Unit SKPD s
Rinctan Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan SR T T e A S
Sumber
Bt - T
Lokasi 1 Kab/Keta ......., Kecamatan .......... , Kelurahan ..
Waktu ;
Pelaksanaan b s
Sebeium Perubahan {(APBD Murni} Setelah Perubahan (Sesuai Usulan]
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan 7:;:::::::{
Koefisien | Satuan | Harga | PPN Jumiah Koefisien | Satuan | Harga | PPN Jumlah
KX, Reg. 300KX0X000 Rp. 10000000 Rp. O
ER ¢ TR Pt S ) 5 Rp. xoooco0o Rp. 000000% Rp.0
52,0, X0 o 1 Rp. ottt Rp. 00000 Ro. xx
3K, R0 e e v Rp. x00000 Rp. 20000 Rp. xx
32X I00. XX 00000 ey Rp. 00000 Ap. 008K Rp. xt
[# .. Rp. w00tx Rp. o0 Ro. o
e e
e e . R Py W X Rp. 200 I il X W00 Rp. 0 Rp. xx
Spesifikasi : kotafkab...
X% XK e e S S e fip. rouoo0 Rp. 200003 Rp. xx
R KN X0HK T - Rp. xxx000x Rp. »0000xx Rp. xx
Ko 0,300, XK, XK ————— Rp. ®ocm Rp. 000t Rp. ox
RS T Rp. x000¢ Rp. 3000 Rp. x
e A G A R A s i ] oo Rp., ex v O iy o W R 0 Ap. xx
Spesifikasi ; kota/kab....
KX 00 XN R e e s Ro. 3000000 Ap. 10000K Rp. m
320000 KK Rp. xx0000 Rp. 30000 Rp. »t
Rp. 0% Rp. o0 Rp. xx
et L i - G EEK Fre Ro. oo - e, — A w Rp. 2000 Rp. xx
Spesifikasi: kota/kab...,
KR XKOX ey A Rp. x00000¢ Rp. 2000000 Rp. xx
XAI00KX.XH —_—— T Rp. xxx00¢ Rp. 000000 Rp. xx
XX XN H0O0K P o Rp. 00000 Rp. oo Rp. xx
(177 I —— Rp. somx R %000 Rp. xx
e B i i ] oo Rp. o0 [ (e S o For] Rp. 00 Rp. xx
Spesifikasi: kotafkab....
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rg. 3000000000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp. X100000 fp. O
tumlah Tota! Anggaran Kegiatan : Rp. ooooncocot Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rps soui000000 fip. O

Kepala SKPD

Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
Nip




FORMAT?2

Nomor
Lampiran
Hal

Tembusan:

KOP
SKPD
......................... 20xx
........................ Yth. Sekretaris Daerah Provinsi
1 (satu) Exp Nusa Tenggara Timur
Usulan pergeseran anggaran Selaku Ketua Tim Anggaran
pada P-DPA SKPD Tahun Pemerintah Daerah
Anggaran 20xx di-
Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran
sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor ...... Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan
pergeseran/perubahan komponen anggaran Antar Obyek Dalam
Jenis Berkenaan, pergeseran/perubahan komponen Antar Rincian
Obyek Dalam Obyek Berkenaan, pergeseran/perubahan komponen
anggaran Antar Sub Rincian Obyek Dalam Rincian Obyek
Berkenaan pada P-DPA SKPD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan
dan pertimbangan sebagai berikut:

Dapat disampaikan pula bahwa usulan perubahan dimaksud pada
prinsipnya tidak menambah pagu anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan
Bapak/Ibu untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran
dimaksud dibahas oleh TAPD, dengan rincian pergeseran anggaran
P-DPA SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan Bapak/Ibu kami
ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporanj;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
3. Masing-masing TAPD.



RENCANA KERJA DAN PERLUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemarintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 20xx

Formulir

RKPA, - RINCIAN BELANJA SKPD

Urusan
Pemerlntahan

Bidang Urusan

x URUSAN PEMERINTAHAN ..vcviicieiiinins

xxx URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ..

Program 2% PROGRAM ...
Kegiatan XXX XK K XK
Organisasi 00X XX 0n0000 SKPD
Unit XI0LAINX. 06000000 Unit SKPD ...
Sub Kegiatan
Sumber s
Pendanaan ; TR R
Lokasi Kab/Kota ......... , Kecamatar ......... , Kelurahan ..........
Waktu
Petaksanaan R
Sebelum Perubahan {Perubahan APBD) Setelah Perubahan {Sesuai Usulan)
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincien Perbitungan ?:x:‘:::’;
Koefisien | Satuan Harga | PPN Jumiah Koefisien | Satuan | Harga PPN Jumiah
T R ] e Rp. x000000tx Rp. xo00000x Rp. O
K300 A s = R, 10000000% Rp. 3000000(x Rp.0
el 000 | eedesslaniiias Rp. 3000000 Rp. 000 Rp. xx
.. 308, X%, 10 b it A i ek Ap. Rp. 00000 Rp. xx
K. 20K 200 0L MOOX SR e o fRp. %000 fp. wooo Rp. »x
[/ i Rp, xxxx Rp. %0 Rp. xx
e
............................. - oo N Rp. xot ' —_— = 0o L] Rp. xxx Rp. xx
Spesifikas! : kota/kab
5950 s | |35 S Rp. 1000000 Rp. 3000000 Rp. xx
X.X0000 KX Rp, 30000 Rp. o000 Rp. xx
XX.I00.300 XK. K0 R ek e Rp. 20000 Rp. 0000 Rp. xx
Bl srciimis Rp. xxxx Rp. w0 Rp. %
[ — v -
[ DK s i 00 Ee ] Rp. xxx O s I X XK Rp. xex Ap. xx
Spesi flkasi : kota/kab.
et 00 | e - Rp. X000 Rp. o000 Rp. xx
X.2300, 100 KX X000 e i Rp. 00 Rp. 00000 Rg. xx
Bl e Rp. x00¢ Rp. 2000 Rg. xx
T e
| = o 0w Rp. 00 MX . — EXE XX Ap. w0m Rp. xx
Speslfikasi: kota/kab..
X300, 000 —————— Rp. 2000000 Rp. 2006000 Rp. xx
X330, 00 X% i e . w0000 Rp. xmo00 Rp. xx
2,00, 200 XK. X000 e P v LY Rp. xxmax Rp. X000 Rp. ax
T s ricinsiiinsgvicaiann Rgy. 2004 Rp. wox Rp. xx
[l = .
- - XX - oo | oo Rp. xoox T — i) f o Rp. xxx Rp. xx
Spesifikasi: kota/kab....
Jumiah Anggaran 5ub Kegiatan: Rp. 20000000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan ; Rp. 3000000000 Rp.0
lumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp, 000000000 Jumiah Total Anggaran Kegiatan: Rp. XX0000000 fp. O

Kepala SKPD

Provinsi Nusa Tenggara Timur

NAMA
PANGKAT
NIP

|F%GUBERNUR USA TENGGARA TIMUR

ﬂ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

o




